BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara
serta upaya pencegahan dan pemberantasan
korupSi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan,

b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan
ketentuan ruang lingkup wajib lapor, dan ketentuan
verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman,
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu dilakukan
penyesuaian;




Mengingat

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lamongan tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);



S.

10,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan  Peraturan  Komisi
Pernberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 dan
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2023
Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan



Menetapkan

Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 33
TAHUN 2023 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2023 Nomor 33) diubah berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan
LHKPN. ;

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagai berikut:

Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat Eselon II;

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;

Camat;

Direksi pada BUMD;

Pejabat Fungsional Auditor Tingkat Madya;

Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan

TR me a0 o

Jasa Tingkat Madya
i. Staf Khusus Bupati berstatus PNS;
J. Ajudan berstatus PNS;
k. Pejabat publik yang mengelola anggaran



atau keuangan di atas Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 5

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan

LHKPN kepada KPK pada saat:

a. pengangkatan sebagai  Penyelenggara
Negara pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya imasa jabatan atau pensiun
sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai
Penyelenggara Negara setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf c¢ wajib

disampaikan dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak :

a. saat pengangkatan pertama;

b. berakhirnya jabatan atau pension; atau

¢ pengangkatari kembali setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun, sebagai
Penyelenggara Negara.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d wajib disampaikan secara periodik

setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta

Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun

laporan.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib disampaikan dalam jangka waktu paling

lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon

Penyelenggara Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melaporkan Harta Kekayaannya
sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara

mengisi laporan harta kekayaan pada e-filling



Aplikasi e-LHKPN pada alamat

www.elhkpn.kpk.go.id;

(7) Wajib LHKPN yang belum memiliki akun e-
filling LHKPN mengisi formulir permohonan
aktivasi e-filling, kemudian menyerahkan
formulir beserta fotokopi KTP kepada Admin
LHKPN di BKPSDM.

(8) bukti Penyampaian LHKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. lembar penyerahan formulir LHKPN;

b. bukti penyerahan Surat Kuasa ke KPK bagi
wajib lapor baru atau wajib lapor yang
belum mengirimkan surat kuasa ditahun
sebelumnya;

c. tanda terima LHKPN dari KPK.

(9) Penyerahan Surat Kuasa ke KPK sebagaimana
ayat (8) huruf (b) dilakukan sendiri oleh Wajib
Lapor :

a. secara langsu}lg di Kantor KPK; atau

b. melalui Jasa Kirim; atau

c. secara online melalui aplikasi e-LHKPN;

(10) Bukti penyampaian LHKPN dari KPK,
disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN

Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

melaporkan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Aparatur Negara yang sedang menduduki
jabatan tetapi belum pernah menyampaikan
LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan wajib mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

(2) dihapus.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

vy

M. Ro’is



